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BAB V 
KESIMPULAN 

  
Sebelum menjawab pertanyaan penelitian yaitu untuk menggambarkan peran 

CSO tersebut, penelitian ini sebelumnya menjelasnya bagaimana posisi atau 

kedudukan organisasi masyarakat sipil di dalam proses politik khususnya di 

Indonesia.  Dengan menggunakan konsep state, market and civil society, penelitian 

ini menggambarkan posisi CSO di dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Dapat disimpulkan bahwa hubungan baik dan saling bergantungnya ketiga aktor 

yaitu, pemerintah, mekanisme pasar dan masyarakat sipil dapat menggambarkan suatu 

tatanan sosial yang baik. Bahkan menurut Hasel, alasan untuk mendefinisikan 

kembali hubungan masyarakat sipil, pemerintah dan ekonomi pasar sebagai syarat 

yang diperlukan untuk kesuksesan masa depan suatu negara. Penjelasan mengenai 

pentingnya interaksi ketiga aktor tersebut dapat dipaparkan secara singkat dimana 

peran mekanisme pasar dan negara sangatlah kuat. Hal ini dapat dilihat di dalam 

konteks proses pembangunan ekonomi di Indonesia dan bagaimana latar belakang 

pendekatan kebijakan pemerintah telah memberikan peran penting terhadap 

penerimaan modal asing. 

 Tumbuhnya peran masyarakat sipil di Indonesia dipengaruhi oleh adanya 

transisi dan proses politik di Indonesia yaitu, transisi demokrasi berakhirnya 

kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru di tahun 1998 dan krisis ekonomi. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat transisi perubahan dimana sebelumnya proses politik 

dikuasai penuh oleh negara dan mekanisme pasar menjadi sistem politik yang lebih 

terbuka dan demokratis terhadap posisi masyarakat sipil. Dengan mengetahui posisi 

CSO pada suatu proses politik, barulah peneliti dapat menganalisa peran CSO sendiri 

dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran IGJ 
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dalam memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui reformasi 

Perjanjian Investasi Bilateral di Indonesia?  

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa IGJ sebagai CSO High-Level Politics 

Grassrots Mobilization menunjukan adanya peran advokasi dan upaya intervensi yang 

kuat atas proses keputusan suatu kebijakan pemerintah Indonesia. Selain itu, peran 

IGJ telah dapat digambarkan sesuai sebagai mitra, katalis dan pelaksana di dalam 

konsep peranan CSO. Peranan tersebut dapat dilihat melalui kelima upaya yang telah 

dilakukan IGJ, seperti  peran advokasi yang dapat dilihat pada upaya (1) 

mengkampanyekan isu melalui tulisan atau publikasi, diskusi publik dan kerjasama 

media, (2) mengkampanyekan isu melalui media sosial melalui tagar #noisds, (3) 

peran di dalam penandatangan surat terbuka dengan koalisi CSO nasional maupun 

Internasional . Selain itu peran intervensi yang dapat dilihat dari upaya IGJ 

melakukan gugatan konstitusi pada hukum perjanjian internasional Indonesia dan 

keterlibatan IGJ di dalam forum Internasional dan audiensi langsung dengan 

pemerintah Indonesia.untuk memberikan masukan dan pendapat. 

 Penelitian ini menggunakan data yang diolah dengan proses penyesuaian 

kepada teori yang digunakan (linking data to preposition), dengan menggunakan 

konsep peran dan teori gerakan sosial baru. Selain itu, analisa pada peran yang 

diberikan IGJ tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan global dan karakteristik 

Global Justice Movement (GJM). Konsep peran di dalam analisa upaya atau prilaku 

yang diharapkan dengan posisi atau kedudukan IGJ yaitu sebagai CSO di Indonesia 

adalah untuk menyuarakan adanya implementasi kebijakan yang lebih berkeadilan. 

Dimana peran CSO ditekankan pada suatu kekuatan sebagai pengimbang kegagalan 

mekanisme pasar maupun negara di dalam proses pembangunan.  
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 Selain itu, sesuai dengan pendekatan mobilisasi sumber daya di dalam teori 

gerakan sosial baru, peran IGJ digambarkan pada proses pembentukan organisasi 

untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang 

sebagai hasil proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan yang 

matang. Secara umum upaya yang bentuk IGJ dalam kerja samanya dengan 

Internasional CSO lainnya sesuai dengan karakteristik suatu gerakan sosial yang 

didasari tujuan yang sama dengan memperluas jejaring sosial, dan suatu kerangka 

identitas. Selain itu, strategi gerakan sosial baru juga menekankan pada aktifitas 

politik kontroversial atau ketika suatu perwakilan gerakan dapat bekerja sama atau 

bergabung dalam konfrontasi dengan elit, otoritas, atau lawan. Oleh karena itu, 

penelitian menggunakan gerakan sosial baru untuk menganalisa gerakan yang 

dibentuk Indonesia for Global Justice dalam menganalisa proses mengumpulkan, 

mengoordinasikan, dan menopang suatu gerakan.  

 Peran yang telah diberikan IGJ sebagai bentuk dari suatu gerakan juga telah 

sesuai dengan elemen kekuatan dan keberlangsungan gerakan sosial yaitu (1) cultural 

artifacts atau framing, (2) ogranisasi atau networking, dan (3) political opportunities. 

Pada peran IGJ dalam melakukan riset dan publikasi mengenai kritik atas kelemahan 

klausul perjanjian didukung dengan upaya IGJ untuk meningkatkan kesadaran publik 

telah menggambarkan pentingnya suatu identitas gerakan atas tantangan kolektif yang 

dibentuk. Dimana, cultural artifacts atau framing menekankan bahwa pentingnya 

pembentukan suatu identitas suatu gerakan dengan mengumpulkan kepercayaan atau 

ideologi masyarakat luas dapat membangun suatu gerakan dengan menggaungkan 

tantangan kolektif.  

 Selain itu, dalam upaya IGJ membangun identitas gerakan, IGJ melakukan 

upaya tersebut tidak terlepas dari kegiatan diskusi publik yang tidak hanya 
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menyerukan suatu tujuan gerakan namun membuka aspirasi atau pendapat dari 

masyarakat umum. Diskusi publik merupakan salah satu bentuk dari kekuatan suatu 

gerakan sosial dengan cara memobilisasi sumber daya atas pemahaman maupun 

pandangan yang terlibat dan menjadi suatu gagasan maupun solusi suatu 

permasalahan.  

 Hal ini juga didukung dengan kerja sama media yang memainkan peranan 

penting dalam aksi gerakan sosial, seperti penyebaran informasi yang dapat di 

broadcast ke seluruh masyarakat. Strategi ini disebut sebagai media framing. 

Organisasi gerakan mencoba menjangkau dan mengumpulkan pengikut sebanyak 

mungkin. Oleh karena itu, anggota dalam suatu gerakan bukanlah satu-satunya yang 

dimobilisasi, dukungan media dan pembentukan opini publik yang mendukung 

gerakan juga merupakan sumber daya. Hal ini juga dapat digambarkan pada peran 

selanjutnya yang dilakukan IGJ, yaitu dengan melakukan kampanye melalui media 

sosial dalam menjaring gerakan-gerakan organisasi masyarakat lainnya, baik di 

tingkat nasional maupun lokal.  

 Dengan memformulasikan berbagai potensi sumber daya untuk dimobilisasi, 

perluasan jaringan gerakan sosial pada sekutu elit mereka dapat menjadi strategi yang 

digunakan organisasi masyarakat sipil untuk mengontrol atau menggabungkan 

tindakan kolektif, beserta hasil yang ingin dicapai. Hal ini juga sesuai dengan elemen 

organisation and networking yang telah digambarkan pada upaya IGJ dengan terlibat 

pada aksi penandatangan surat terbuka pada tingkatan global maupun nasional. Dalam 

kegiatan tersebut, IGJ telah berperan untuk terus mendorong dan mengingatkan 

kembali baik di dalam implementasi kebijakan pemerintahan Indonesia maupun 

negara lainnya yang ikut mendatangani surat terbuka tersebut.  
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 Selain itu, peran IGJ lainnya seperti menggugat UU Perjanjian Internasional 

sebagai aksi kontroversial politik telah menggambarkan elemen political 

opportunities. IGJ telah menggunakan hasil gugatan konstitusi tersebut sebagai 

peluang politik untuk mendorong adanya proses kebijakan yang berkeadilan, yaitu 

melalui hasil keputusan untuk menyaring keputusan adanya perjanjian investasi 

sebagai salah satu perjanjian Internasional yang berdampak luas bagi kehidupan 

masyarakat atau berdampak pada anggaran keuangan negara harus melalui 

pertimbangan publik melalui ratifikasi pada UU dengan persetujuan DPR. Sehingga, 

adanya improvisasi atas kekuatan hukum dalam meratifikasi suatu perjanjian investasi 

bagi CSO untuk dapat mengintervensi dengan gagasan melalui persetujuan DPR.  

 Selanjutnya di dalam elemen peluang politik, IGJ juga melakukan audiensi 

secara langsung kepada perwakilan pemerintah Indonesia. Upaya tersebut 

menggambarkan adanya gerakan sosial yang dapat memberikan pengaruh langsung 

yaitu dengan membawa orang biasa ke dalam konfrontasi dengan lawan, elit, atau 

otoritas. Dimana perwakilan masyarakat sipil atau IGJ sendiri dapat memiliki 

kekuasaan karena mereka menantang pemegang kekuasaan, menghasilkan solidaritas, 

dan memiliki arti bagi kelompok populasi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya 

koalisi masyarakat sipil atau kerja sama organisasi regional maupun internasional 

sebagai bentuk kekuatan identitas suatu gerakan sosial. 

 Selanjutnya, analisa pada peran IGJ pun telah sesuai dan dapat digambarkan 

dengan prinsip keadilan global dan dalam bentuk karakteristik gerakan keadilan 

global. Melalui elemen individualism, keadilan global sendiri memandang bahwa 

setiap manusia berhak atas pertimbangan moral yang sama.  Pada elemen 

universalism, dimana IGJ memiliki tujuan untuk memberikan ruang pembentukan 

konsep keadilan dengan mempertimbangkan opini publik. Selanjutnya, prinsip 
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generalitas dimana IGJ mendukung adanya kekuatan global yang terbentuk dari 

dukungan masyarakat dan tidak hanya dari institusi global. 

 Selanjutnya, peran IGJ juga telah menggambarkan karakteristik GJM, yaitu 

dalam masalah yang dihadapi, politik yang ditantang dan bagaimana gerakan sosial 

beroperasi. Masalah ketidakadilan global dilihat dampak BIT untuk memberikan 

sedikitnya ruang bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi 

menggambarkan tantangan GJM bukan sebagai anti-globalisasi melainkan alternatif 

globalisasi. Peran yang diberikan IGJ menekankan pada solusi dalam mengadakan 

implementasi BIT yang lebih berkeadilan, yaitu memfokuskan perhatian terhadap 

kelemahan yang ada di dalam ketentuan BIT dan langkah selanjutnya untuk dapat 

mereformasi ketentuan tersebut.  

 Selain itu, melalui konsep globalization from below, IGJ melalui peran-peran 

gerakan sosialnya telah mendorong adanya ruang publik untuk terlibat dalam 

keputusan kerja sama global. Selain itu IGJ mengoperasikan gerakan sosial dengan 

membentuk kerja sama atau jaringan global, dan terlibat dalam diskusi internasional 

telah mencerminkan cara GJM beroperasi. Terbukanya ruang organisasi untuk 

memberikan pengaruh atau peran pada proses perubahan kebijakan telah menekankan 

adanya keadilan di dalam proses demokrasi. Dimana, prinsip keadilan global juga 

memandang keputusan suatu negara harus mewakili kepentingan publik atau hak-hak 

setiap individu. Dikaitkan pada proses pembangunan ekonomi dan sosial, prinsip ini 

juga menekankan pada kebebasan setiap individu untuk ikut berpartisipasi dalam 

proses pembangunan.  

Namun,  penelitian ini menemuan adanya tiga kelemahan pada kegiatan yang 

dilakukan IGJ seperti lemahnya sumber daya IGJ di dalam membangun jaringan 

maupun popularitas publik. Selain itu, sumber daya untuk dapat lebih aktif terlibat 
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pada agenda forum global seperti WSF atau menggunaan manfaat dari teknologi saat 

ini untuk lebih aktif dalam mengadakan diskusi permasalahan dan meningkatan 

pemahaman implementasi BIT dengan Internasional CSO lainya. Kelemahan IGJ 

lainnya yaitu untuk dapat membuat publikasi mengenai dampak implementasi BIT 

global sehinga publik dapat pemahaman lebih luas mengenai pandangan global terkait 

isu. Mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan IGJ sebelumnya, yaitu IGJ pernah 

mengadakan konsolidasi dan interaksi dengan beberapa internasional CSO secara 

langsung maupun melalui media sosial. 

 Selain itu, dikaitkan kembali kepada peran yang telah diberikan IGJ yaitu 

mengintervensi suatu proses keputusan kebijakan, IGJ telah memberikan ruang di 

dalam pengenalan suatu nilai keadilan global di dalam implementasi kebijakan 

pemerintah Indonesia. Dimana, prinsip keadilan global pun tidak hanya sampai pada 

perdebatan pada arti keadilan yang mutlak, namun suatu nilai ketidakadilan dapat 

terbentuk atas dasar penalaran publik yang tidak mengharuskan persetujuan dari 

semua orang. Penalaran publik ini menggambarkan upaya-upaya IGJ yang telah 

memberikan nilai partisipan lokal, sikap dan perspektif yang dapat dibentuk melalui 

GJM terhadap permasalah ketidakadilan di dalam implementasi BIT. Mengingat 

negara sendiri bukan hanya menjadi instrumen suatu pengenalan nilai keadilan 

kepada masyarakatnya, tetapi juga sebaliknya yaitu memberikan ruang atau nilai 

keadilan yang dapat dievaluasi dari kepentingan bersama.  
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